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NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

ABSTRAK !

CATATAN :

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 46/PUU-XI1/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan
Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, maka penghitungan Retribusi Pengendalian dan
Pengawasan Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2013 tentang
Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi perlu
diubah;

Dasar Hukum Peraturan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun
1950: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009. UU Nomor 25
Tahun 2009. UU Nomor 23 Tahun 2014. PERDA Kab. Magelang Nomor
3 Tahun 2012

Dalam Peraturan Daerah Ini Mengatur perubahan Peraturan Daerah
Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa
Umum. Adapun peraturan yang diubah terdapat pada Pasal 1 angka 2
dan angka 4, diantara angka 47 dan angka 48 Pasal 1 disisipkan 7
(tujuh) angka yakni angka 47A, 47B, 47C, 47D, 47E, 47F dan 47G.
Perubahan pada Pasal 1 ini merubah beberapa deskripsi tentang
Pemerintah Daerah, Sekretariat Daerah, Alat Ukur dan Tera Ulang.
Kemudian pada angka Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g,
terkait Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Diantara BAB VIIA dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VIIB
dan disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 43A, Pasal 43B, Pasal 43C,
Pasal 43D, Pasal 43E, dan Pasal 43F. Penambahan BAB ini
menjelaskan mekanisme Tera / Tera Ulang.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 13
Februari 2018

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor
3 Tahun 2012 Tentang R&tribusi Jasa Umum

Halaman penjelasan sejumlah 1 Halaman

Halaman Lampiran 11 Halaman



